PEMERINTAH PROVINSI LIMANTAN TENGAH

(PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH )

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP 000.8.%. 3.7 /8 /5R¥ .\ [1LQbonoRe\ /1 Ay

Tanggal Pembuatan | 30 iol\uuri ‘}D‘I
Tanggal Pengesahan Y
Tanggal Efektif

KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI KALIMANTAN

IBANTY BADAN KESBANGPOL

Disahkan oleh
HAMAD'ROS'AN, S.Huf, M.Si.
~Pembina Tingkat | (IV/b)
NIP. 19?30923 200312 1 005
Nama SOP : PENGUJIAN KONSEKUENSI

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071)

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasinal
Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kaupaten / Kota

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun
2010)

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Informasi Publik

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
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Peralatan/perlengkapan

. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
. Term Of Reference

. Komputer dan Jaringan Internet
Printer

. Alat Tulis Kantor
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Pelaksiana Mutu Baku
No Aktivitas ” R X Keterangan
Unit lkerja PPID Pelaksa na PPID Kelengkapan Waktu (Menit) Output
1.a. Mengajukan
daftar informasi 30
publik
1
1.b. Meninjau
kembali daftar DIP dan alasan 60
informasi publik
Menelaah daftar
2 |informasi yang akan 45
di uji
Melaksanakan i li(ll?:s:_l}:? Uji koinsekuensi dengan meli batkan
3 3 y 180 o PPID Pelaksana dan Pejabat Unit
konsekuensi dithuka atau Keria
dik:ecualikan &
Memutaskan: Basil i bul.(an te@asuk i Pember ian informasi seluruhniya atau
4 G utuska 35 informasi yang dikecualiki an 30 sebagian atau penolakan
uji konsekuensi . y
permohionan informasi.
T : Hasil te rtulis berupa salinan
5 Menerima hasil cran dikecu: alikanl 10 dokume:n yang dihitamkan atiau
tertulis I8 dikabur kan pada bagian yang
dikecua likan
Menetapkan Daftar Daftar I'nformasi yang Dikecu alikan
6 |Informasi yang 30 ditetapk:an dengan Keputusan Kadis

Dikecualikan




